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WALI KOTA BOGOR 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN WALI KOTA BOGOR 
NOMOR  106  TAHUN  2021 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR                                        
NOMOR 62 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA                            

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2021 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALI KOTA BOGOR, 

 
Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor 

Tahun 2021 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan  
Wali Kota Bogor Nomor 62 Tahun 2020 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2021; 

b. bahwa karena adanya dinamika yang terjadi sampai 
dengan triwulan kedua Tahun 2021, maka perlu 

dilakukan reformulasi kebijakan dan rencana 
pembangunan daerah pada tahun  2021; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Wali Kota Bogor tentang Perubahan                     
atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 62 Tahun 2020 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor 

Tahun 2021; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,         

Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogjakarta 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan          
Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 

(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan               
Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa               

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 551); 
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2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang          

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional         
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4700); 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang  

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan       
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir        
dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015                

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang           
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang       
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia              
Nomor 4817); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana  
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara  

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana                
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72                

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia         
Tahun 2020 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6402); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia                 

Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6323): 

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 3); 

12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 136); 

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 3); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian                       
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540). 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 

tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020                 
Nomor 249); 

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 
tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, 

Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah           
Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan 
Corona Disease 2019 (COVID-19); 
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19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)  
dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 377) sebagaimana             

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan        
Nomor 145/PMK.07/2020 Perubahan atas Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa      
Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)  
dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1134); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 

tentang Pengarusutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran 
Untuk Kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi                        

dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020                 

Nomor 581); 

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 
tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus 

Fisik Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 678); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 590); 

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9       
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 
Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa 

Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 
Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi                
Jawa Barat Nomor 236); 

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8               
Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Barat Nomor 237); 

25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2020 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Barat Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2020 Nomor 59); 
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26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008            

Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor 
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E); 

27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 

Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor 
Tahun 2009 Nomor 3 Seri E); 

28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor              
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor         
Tahun 2011 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6        
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana         
Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 6); 

29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2016 

Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 

Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019              
Nomor 1 Seri D); 

30. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 

Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5              
Seri E) 

31. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5               
Seri E); 

32. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah 
Kota Bogor tahun 2019 Nomor 11 Seri E); 

33. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 62 Tahun 2020 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 

(Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 50 Seri E); 
 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan  : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN             

ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 62 
TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 

DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2021. 
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Pasal  I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 62 Tahun 2020 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kota 

Bogor Tahun 2020 Nomor 50 Seri E) diubah sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal  4 
 

(1) Dokumen RKPD Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai 
berikut: 

Bab I  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Maksud Penyusunan Perubahan RKPD Kota Bogor                
Tahun 2021  

1.3 Tujuan Penyusunan Perubahan RKPD Kota Bogor                     
Tahun 2021 

1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD Kota Bogor 

Tahun 2021 

1.5 Dasar Hukum Perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 

2021 

1.6 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Kota Bogor 

Tahun 2021 

Bab II  EVALUASI HASIL RPJMD TAHUN 2020 DAN RKPD           
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021 

2.1. Evaluasi Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 
(IKU) Tahun 2020 

2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Tahun 2021 sampai dengan 

Triwulan II 

Bab III  KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 

3.1. Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah Tahun 2021 

3.2. Perubahan Proyeksi Indikator Makro ekonomi daerah 
Tahun 2021 

3.3. Perubahan Kerangka Keuangan Daerah 

Bab IV  SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 

4.1. Sasaran Pembangunan Daerah 

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah 

BAB V  RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH  

5.1. Rekapitulasi Program dan Kegiatan Tahun 2021 

5.2. Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan 

Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2021 

BAB VI  PENUTUP. 
 

2. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum 

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Wali Kota ini. 
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Pasal  II 

 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor. 
 

 
Ditetapkan di Bogor 

pada tanggal 8 September 2021 
 

WALI KOTA BOGOR,  

        Ttd. 
      BIMA ARYA 

 
 

 
Diundangkan di Bogor 

pada tanggal 8 September 2021 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,  
                       Ttd. 

  SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI 
 

BERITA DAERAH KOTA BOGOR  

       TAHUN 2021 NOMOR 106 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

DAN HAK ASASI MANUSIA, 

 

 

 

ALMA WIRANTA, S.H., M.Si. (Han) 

NIP. 19800507 200312 1 003 
 

 
 

 

 

 


